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Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Muhammad Helmi Kamal Lubis
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1. Ahmad Bay Lubis
2. Akmal Hidayat
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C. Pemerintah:
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(Direktur Litigasi Kementerian Hukum dan HAM)
(Kementerian Keuangan)



1.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.18 WIB

KETUA: ASWANTO

Sidang Perkara Nomor 59/PUU-XVI/2018 dibuka dan dinyatakan
terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pihak Pemohon, silakan memperkenalkan siapa yang hadir pada
sidang kali ini?

KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD BAY LUBIS

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim. Perkenalkan, kami
Pemohon. Saya sendiri Ahmad Bay Lubis, S.H. sebagai Kuasa Hukum.
Di sebelah kiri saya, Saudara Akmal Hidayat, S.H. Sebelah kanan,
Saudara Dedy Setyawan, S.H. Dan yang paling kanan adalah Prinsipal
kami, Saudara Muhammad Helmi Kamal Lubis.

Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. DPR tidak bisa hadir, ada surat karena
bertepatan dengan rapat-rapat yang tidak bisa ditinggalkan.
Dari Pemerintah, silakan.

PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah yang hadir, saya
sendiri Erwin Fauzi dari Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian, Ibu
Ninik Hariwanti Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan
Kementerian Hukum dan HAM dan Pak Pangihutan Siagian dari Bankum
Kementerian Keuangan.

Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Dari Pemerintah juga ada surat mohon
penundaan sidang karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan
juga, sehingga belum tuntas ... apa namanya ... belum mempersiapkan
keterangannya. Benar, ya? Silakan.



PEMERINTAH: PANGIHUTAN SIAGIAN

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin, memang benar kita sudah
mengirimkan surat kepada Mahkamah Konstitusi untuk memohon
penundaan pembacaan Keterangan Presiden karena kebetulan hampir
rata-rata Pimpinan Kementerian Keuangan lagi mengikuti Annual
Meeting IMF dan World Bank di Bali sampai dengan tanggal 14 Oktober
ini, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: ASWANTO

Baik. Dengan demikian, Pemohon, penyampaian keterangan
Pemerintah kita tunda sampai tanggal 23 Oktober 2018. Jadi, sidang
berikutnya hari Selasa, Pemerintah, ya. Sidang berikutnya hari Selasa,
tanggal 23 Oktober 2018, Pukul 11.00 WIB, ya. Mudah-mudahan tidak
ada surat lagi untuk meminta penundaan penyampaian keterangan, ya.

Cukup, ya? Pemohon, ada yang mau disampaikan?

KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD BAY LUBIS
Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.
KETUA: ASWANTO

Ya, Pemerintah? Cukup, baik. Dengan demikian, sidang selesai
dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP 11.21 WIB
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